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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr, Wb
Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah
SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan  karunia-Nya
sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada
junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan
sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah
SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul “Prosedur
Pelelangan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Penulisan laporan ini merupakan
salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan
syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
Meskipun demikian penulisan LKP ini masih jauh dari
kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan
dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan
kesempurnaan LKP ini.
Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari
bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan
bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan
terimakasih kepada:
v1. Ayah Tabrani, S.E, Ibunda Trikadar Sukmawati, S.Pd, Kakak
Magfira Rahmadani, Adik Dinda Miftahul Jannah, yang telah
mendidik, memberi semangat serta memberikan doa dan kasih
sayang kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan LKP
dengan lebih bersemangat.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh
pendidikan di Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III
Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III
Perbankan Syariah.
5. Dr. Azharsyah, SE,Ak.,MS.OM selaku Pembimbing I yang
telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu kepada
penlis dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Intan Qurratul Aini, S.Ag.,M.Si selaku Pembimbing II yang
telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam
menyelesaikan LKP ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses
belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
8. Sugito, S.E selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Hikmah Wakilah (PT. BPRS Hikmah Wakilah), Bapak
Drs. Rusli selaku direktur, bapak Ubaidillah, bapak Darul
Mirza, bapak Lukman, bapak Yusri, ustadz Deni Rahmady, ibu
Neza Faradita, serta karyawan dan karyawati yang telah
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membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan kerja praktik
(LKP) ini.
9. Seluruh mahasiswa angkatan 2014 Diploma III Perbakan
Syariah, khususnya Edy Surya, Rahmat Aulia, Mirdali
Aswinda, Mukhairah, Yulianda, Annesha Rayyana Ayuwi,
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Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk
semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua
pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT
dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.
Wassalamu’alaikum Wr, Wb
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Penulis
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1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/ 1987
1. Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin
1 ا
Tidak
dilambangkan 16 ط ṭ
2 ب b 17 ظ ẓ
3 ت t 18 ع ‘
4 ث ṡ 19 غ g
5 ج J 20 ف f
6 ح ḥ 21 ق q
7 خ kh 22 ك k
8 د d 23 ل l
9 ذ ż 24 م m
10 ر r 25 ن n
11 ز z 26 و w
12 س s 27 ه h
13 ش sy 28 ء ’
14 ص ṣ 29 ي y
15 ض ḍ
viii
2. Konsonan
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin
 َ◌ Fatḥah A
 ِ◌ Kasrah I
 ُ◌ Dammah U
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan
Huruf
Nama Gabungan
Huruf
ي ◌َ Fatḥah dan ya Ai
و ◌َ Fatḥah dan wau Au
Contoh:
فیك : kaifa
 لوھ: haula
ix
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda
ا◌َ/ي Fatḥah dan alif atau ya Ā
ي◌ِ Kasrah dan ya Ī
ي◌ُ Dammah dan wau Ū
Contoh:
 َلَاق :qāla
ىَمَر :ramā
 َلِْیق :qīla
 ُلُْوَقی :yaqūlu
4. Ta Marbutah (ة)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah (ة)hidup
Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah
dan dammah, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan
xkedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu
ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
 ُةَضْوَر ْلَافْطَلاْا : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
ةَرَّونُمْلا َُةنْیِدَمَْلا ْ◌ : al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah
 ْةَحَْلط : Ṭalḥah
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn
Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan
sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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Penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh kantor pusat yang terletak di Jl. Sri Ratu
Safiatuddin No. 11-13 Peunayong Kec. Kuta Alam Banda Aceh. Selama
penulis melakukan kegiatan kerja praktik, penulis pernah melakukan
kerja praktik pada bagian account officer, bagian remedial officer, dan
legal officer. Tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui
prosedur pelelangan jaminan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh. Dimulai dari tahap pencegahan, tahap
penyelamatan dan tahap penyelesaian dengan cara lelang, baik dilelang
secara sukarela, lelang secara internal perusahaan maupun lelang yang
dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Adapun prosedur ataupun tahapan yang dilakukan PT. BPRS Hikmah
Wakilah untuk melakukan lelang di KPKNL adalah, yang pertama PT.
BPRS Hikmah Wakilah terlebih dahulu mengajukan lelang dengan
melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya
apabila lelang telah disetujui, pihak KPKNL akan menentukan jadwal,
lokasi lelang. PT. BPRS Hikmah Wakilah wajib mempromosikan lelang
tersebut dengan cara mengiklankanya di media cetak selama dua hari
berturut-turut. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan lelang. Setelah jaminan
dilelang dan sudah terjual, jika penjualan tersebut lebih kecil dari sisa
pokok kewajiban, maka nasabah harus berjanji dan mengikat diri untuk
melunasi kembali sisa pokok kewajibannnya, namun apabila hasil
penjualan agunan melebihi sisa pokok kewajiban, maka bank akan
mengembalikan seluruh kelebihan tersebut kepada nasabah seutuhnya
dan pembiayaan bermasalahpun terselesaikan.
1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah
menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana yang lebih
melalui tabungan, deposito dan giro yang kemudian menyalurkan
kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana,
dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan Bank
Syariah adalah bank yang segala aktivitasnya, baik dalam menghimpun
dana maupun menyalurkan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah,
yaitu prinsip yang bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba.
Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7,
disebutkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Ojk.go.id,
2013). Bank Pembiayaan Rakyat adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, BPRS tidak dapat
melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu
lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya pada
penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2014: 54).
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh merupakan salah satu Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah konsisten dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan
menengah yang merupakan target utama bagi BPRS, baik pelayanan
dalam bentuk penghimpun dana melalui produk tabungan dan deposito,
2penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank
syariah lain atau BPRS lain, dan jasa-jasa bank lainnya, seperti jasa
pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Dengan adanya
produk pembiayaan yang ditawarkan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda
Aceh dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan modal yang
terbatas bagi kegiatan usaha mikro dan menegah masyarakat , sehingga
dengan pembiayaan tersebut pengusaha mikro dan menegah  dapat
menambah modal usahanya, dimana hal ini dapat meningkatkan
pendapatan dan kesempatan kerja bagi pengusaha mikro dan menengah.
Pada kenyataannya dari setiap pembiayaan yang telah diberikan oleh
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, tentunya ada debitur yang tidak
melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, hal ini dapat disebabkan
oleh kondisi usaha nasabah yang sedang menurun baik karena nasabah
sakit sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha, nasabah mengalami
musibah, dan lain sebagainya . Dalam hal ini BPRS Hikmah Wakilah
tentu akan berusaha melakukan penagihan kepada debitur, untuk
menghindari pembayaran angsuran yang menunggak. Selanjutnya apabila
telah terjadi penunggakan, sehingga pembiayaan menjadi bermasalah
bermasalah, staf remedial pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
akan melakukan call report, yaitu mengunjungi debitur, guna untuk
melakukan musyawarah berkaitan dengan permasalahan debitur dalam
membayar kewajibannya. Selanjutnya staf remedial akan mengirimkan
surat peringatan kepada debitur agar membayar kewajibannya sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila setelah diperingati
secara patut tetapi debitur tidak mempunyai itikad baik untuk membayar
kewajibannya, dan sudah tidak ada jalur penyelesaian lainnya maka PT.
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, akan melakukan proses lelang
3terhadap jaminan debitur tersebut. Berdasarkan permasalahan inilah,
penulis tertarik untuk memilih judul Laporan Kerja Praktik tentang
“Prosedur Pelelangan Jaminan Pembiayaan Bermasalah pada PT.
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”.
1.2 Tujuan Kerja Praktik.
Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah :
a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan
bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
b. Untuk mengetahui prosedur pelelangan jaminan pembiayaan
bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.
a. Khazanah ilmu pengetahuan
Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi referensi dan dapat
menambah wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Diploma III
Perbankan Syariah spesifiknya tentang Prosedur pelelangan jaminan
pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
Selanjutnya penulis harap dengan Laporan Kerja Praktik ini dapat
menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi dunia perbankan,
khususnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
b. Masyarakat
Penulis berharap dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini
bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mengenai Prosedur pelelangan
jaminan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan
dapat menjadi referensi serta memberikan informasi mengenai dunia
perbankan secara umum kepada masyarakat.
4c. Instansi Tempat Kerja Praktik
Hasil Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat memberikan manfaat,
berupa saran dan masukan kepada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda
Aceh mengenai prosedur pelelangan jaminan pembiayaan bermasalah.
Agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
d. Penulis
Manfaat dari kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah
pengetahuan serta dapat menerapkan segala teori-teori yang telah penulis
pelajari ke dalam kerja praktik, serta dapat mengetahui perbandingan
ataupun perbedaan teori dan praktik berkaitan dengan prosedur
pelelangan jaminan pembiayaan bermasalah, yang penulis dapatkan
selama melakukan on job training di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda
Aceh.
1.4 Sistematika Penulisan kerja Praktik
Sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari beberapa Bab
sebagai berikut.
Bab satu, yaitu pendahuluan. Menjelaskan latar belakang mengapa
penulis memilih judul yang penulis angkat menjadi judul Laporan kerja
praktik, Tujuan dari kerja praktik, serta manfaat atau kegunaan dari
laporan kerja praktik yang penulis susun, yang semoga dengan adanya
laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran, baik bagi
penulis sendiri maupun bagi mahasiswa dan mahasiswi yang
membutuhkannya.
Selanjutnya pada Bab satu juga dimuat sistematika penulisan
pelaksanaan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas mengenai
penulisan laporan kerja praktik yang penulis susun.
5Bab dua memuat penjelasan tentang tinjauan lokasi kerja praktik,
termasuk sejarah atau profil singkat dari perusahaan tempat penulis
melakukan kerja praktik yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh,
baik visi misinya, struktur organisasinya dan lain sebagainya. Selanjutnya
pada Bab dua juga dijelaskan mengenai kegiatan yang penulis kerjakan
pada saat melakukan kerja praktik, serta keadaan personalia yang terdapat
di instansi tempat penulis melakukan kerja praktik.
Bab tiga menjelaskan tentang kegiatan yang penulis lakukan selama
melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
kantor pusat Peunayong. Pada Bab tiga, penulis juga menjelaskan bidang
kerja praktik yang menyangkut dengan judul LKP yang penulis susun,
beserta dengan tiori-tiori yang berkaitan dengan judul laporan kerja
praktik. Serta menjelaskan definisi, dasar hukum, permasalahan serta
solusi dari permasalahan yang terjadi berkaitan dengan judul LKP yang
penulis angkat.
Bab empat, yaitu penutup. Memuat kesimpulan dari laporan kerja
praktik, serta memberikan masukan dan saran yang membangun kepada
instansi tempat penulis melakukan kerja praktik, yaitu PT. BPRS Hikmah
Wakilah kantor pusat Peunayong, agar perusahaan dapat menjadi lebih
baik lagi, baik dalam manajemen internal perusahaan maupun pelayanan
yang diberikan PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh kepada nasabah
sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan.
6BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik
2.1.1 Sejarah singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada tanggal 14
September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah.
Bank mendapat izin operasional sebagai Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusan dengan
nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995, visi dan misi PT.BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah menjadi mediator keuangan melalui
pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan
kepada usaha mikro dan kecil (BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 1).
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh beroperasi pertama kali
pada tahun 1995 berkantor di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec.
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda
konflik dan pada tahun 2001 PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh.
Saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Desember 2004 kantor BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh mengalami kerusakan dan sebagian besar
nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami
(BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 2).
Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi
keuangan bank saat itu sangat sulit, tidak sehat dan nyaris hampir tutup
dan harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk
menambah modalnya sehingga  bank dapat berjalan dengan baik, namun
dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk
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modalnya (BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 2).
Pada Agustus 2006 jumlah modal disetor bank telah mencapai
standar minimum yang diwajibkan oleh BI, (Rp. 1 milyar untuk bank
yang berposisi di Kota Banda Aceh) sehingga hal ini memungkinkan
bank untuk untuk pidah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat
kota. Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke
Kotamadya di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh
yang lokasinya merupakan kawasan pusat perdagangan Kotamadya
Banda Aceh. Dengan  wajah manajemen baru dan langkah pasti, PT
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menunjukan perubahan dan
perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat
(BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 2).
PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dari sejak berdiri fokus
untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengiginkan proses
mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah
Wakilah memiliki karyawan marketing yang berfungsi memberikan
pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito
termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan
dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa
meninggalkan usaha keseharian di pasar, toko dan rumah
(BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 3).
2.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berusaha menjadi mediator
keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan
pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.
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(BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 5)
a. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh
b. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat
ekonomi kecil di Provinsi Aceh
Sedangkan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu:
(BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 5)
a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
b. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
d. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh
yang memiliki potensi ekonomi yang baik.
Adapun visi PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu
menentukan tujuan atau cita-cita perusahaan. Sedangkan misi merupakan
strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sebagai suatu
perusahaan atau lembaga keuangan yang tentu memiliki visi dan  misi
agar kita memiliki gambaran atau kejelasan mengenai perusahaan
kedepanya untuk menjadi lebih baik lagi, agar dapat menarik perhatian
masyarakat atau lebih yakin untuk bekerjasama dengan PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh (BPRS_Hikmah_Wakilah, 2012: 5).
2.2 Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan, maka dapat
dipastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki
petugas di setiap kantor yang menempati beberapa posisi guna menjadi
penggerak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Agar tergeraknya
suatu kegiatan, maka sangat diperlukan pembagian kerja, tugas, tanggung
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dalam struktur organisasi bank tidak jauh berbeda dengan yang terdapat
pada organisasi bisnis lainnya, karena sebuah bank pada prinsipnya juga
merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan
dua konsep dasar yaitu profit dan continuity (Fahmi, 2014: 79).
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang merupakan lembaga
keuangan mikro yang tentu memiliki struktur oraganisasi. Struktur
organisasi bank syariah berbeda dengan struktur organisasi bank
konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan konvesional yaitu bank
syariah memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi lalu lintas
perbankan pada perbankan syariah.
PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh memiliki
struktur organisasi sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Peran utama para ulama dalam pengawasan syariah adalah
mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawasan syariah harus
membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank
yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Antonio,
2001: 31). Tugas lain dari dewan pengawas syariah adalah meneliti dan
membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan
demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama
sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah
nasional.
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2. Dewan Komisaris
Seorang ketua komisaris adalah pihak yang memiliki saham terbesar
atau saham mayoritas, dengan begitu diangkat menjadi ketua komisaris
(Fahmi, 2014: 80). Kedudukan dewan komisaris ini sejajar dengan dewan
pengawas syariah. Tugas dewan komisaris meliputi:
a. Menggariskan kebijaksanaan umum bank
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank
c. Pihak yang mengangkat dan menghentikan pekerjaan direksi
apabila pengelolaan bank tidak sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
3. Dewan Direksi
Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi
mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari
sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan
komisaris.
4. Bagian Internal Audit
Bagian ini mempunyai tugas memeriksa slip penarikan dan setoran
nasabah yang dibawa oleh account Officer, memeriksa nota pelaporan
pusat dari kantor kas, dan memeriksa nota debet.
5. Bagian Akuntansi dan Keuangan
Bagian ini mempunyai tugas antara lain menggumpulkan bukti-bukti
transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut, kemudian dibuat jurnal,
buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi
laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank
serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan
realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi
pencapaian target.
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6. Teller
Petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun
fungsi dan tugas teller yaitu:1
a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas
rekening tabungan dan deposito
b. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah
dalam setiap proses transaksi
c. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta menyortir uang.
7. Customer Service (CS)
Pengertian customer service (CS) secara umum adalah setiap
kegiatan yang diperuntukan atau ditunjukan untuk memberikan kepuasan
nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi customer service:
a. Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu nasabah
yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang,
simpatik, dan menyenangkan.
b. Sebagai deskman tugasnya CS antara lain memberikan informasi
mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri
produk bank.
c. Sebagai salesman, tugas CS bank adalah menjual produk
perbankan, melakukan cross selling, mengadakan pendekatan,
dan mencari nasabah baru.
d. Sebagai customer relation officer dalam hal ini tugas seorang CS
harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik
dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas,
1 Wawancara Dengan Ibu Nurfadillah, Teller Kantor Pusat Peunayong,
Pada Tanggal 8 Maret 2017 Di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.
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dan semakin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah
sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
e. Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah
memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga
sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi.
8. Bagian Admin Pembiayaan
Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan
transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan
pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan
yang akan diberikan.
9. Bagian SDI (Sumber Daya Insani) dan Umum
Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan
perlengkapan, mengurusi urusan rumah tangga perusahaan serta melayani
biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas
lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang
dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari
tersebut.
10.Bagian Marketing
Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses
nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya
penyelesaian pembiayaan bermasalah.
11.Legal officer
Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada
pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.
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12.Informasi Teknologi
Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh Software IT di
bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya
yang berkaitan dengan informasi teknologi.
13.Security
Petugas yang menjaga keamanan, ketertiban kantor, dan melayani
tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika
nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.
14.Office boy (OB)
Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta
memberikan pelayanan lainya yang dibutuhkan oleh karyawan selama
masa jam kerja kantor.
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh meliputi penghimpun dana, penyaluran dana dan
jasa lainnya.
2.3.1 Penghimpun dana
Penghimunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
berbentuk tabungan dan deposito. Adapun produk penghimpunan dana
yang ditawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
diantaranya:2
a. Tabungan Hikmah, merupakan tabungan yang dapat disetor dan
ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas
pembiayaan. Saldo awal tabungan hikmah minimal Rp. 50.000,
jumlah penabungnya adalah 2652 nasabah.
2 Wawancara Dengan Bapak Edi Irwanto Kepala Cabang Lambaro
Berdasarkan Data PT. BPRS Hikmah Wakilah, Pada Tanggal 11 Maret 2017.
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b. Tabungan Pendidikan, merupakan tabungan yang diperuntukkan
untuk anak sekolah. Dapat disetor dan ditarik kapan saja. Saldo
awal tabungan pendidikan adalah Rp. 5000, jumlah penabungnya
adalah 617 nasabah.
c. Tabunganku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI
kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat disetor kapan saja,
namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan
maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya
administrasi. Jumlah penabungnya adalah 4257 nasabah.
d. Deposito mudhārabah berjangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.
Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo
pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, tidak
diberlakukan sanksi pinalti (denda).
Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh mendapat jaminan dari lembaga penjamin
simpanan (LPS) hingga Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) ,
sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
2.3.2 Penyaluran dana
PT BPRS. Himah Wakilah Banda Aceh tidak hanya menjalankan
fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana
masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan
usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif
seperti rumah dan kendaraan bermotor.
a. Pembiayaan Murābahah (Jual Beli)
Pembiayaan Murābahah adalah perjanjian jual-beli antara bank
dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang yang diperlukan
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nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan
sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati antara bank syariah dan nasabah (Hasan, 2014: 231).
Adapun jenis-jenis pembiayaan Murābahah yaitu:
1. Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan
untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau
panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan
untuk: rehabilitasi, modernisasi dan ekspansi.
3. Pembiayaan modal usaha adalah akad jual beli berang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yan
disepakati oleh penjual dan pembeli.
b. Pembiayaan Mudhārabah (Bagi Hasil)
Pembiayaan Mudhārabah adalah akad kerjasama antara bank
sebagai penyedia dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau
keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.
Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh mudharib
dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Atau bisa juga
diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak
dengan kerja pihak lain.3
Dalam dunia perbankan al-mudhārabah biasanya diplikasikan pada
produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk
kegiatan Mudhārabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti
tabungan haji atau tabungan kurban (Abdullah dan Tantri, 2013: 220).
3 Wawancara Dengan Bapak Deni Rahmady, Bagian Account Officer,
PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Pada Tanggal 28 Februari
2017.
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c. Pembiayaan Musyārakah
Pembiayaan Musyārakah adalah suatu bentuk kerjasama antara bank
sebagai penyedia dana dengan nisbah dimana masing-masing pihak
memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai
kesepakatan. Hubungan kerja dalam musyārakah dilakukan dengan cara
partisipasi baik oleh diri atau wakilnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan
kesepakatan para pihak dalam musyārakah. Biaya operasional
dibebankan kepada modal sedangkan kerugian ditanggung bersama
(Nurdin, 2014: 71).
d.  Pembiayaan Ijārah
Pembiayaan Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri (Ifhan Solihin, 2008: 131).
Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
mayoritas adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di
seluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar,
seperti: pasar peunayong, pasar neusu, pasar setui, pasar lambaro, pasar
peuniti, pasar kampong ateuk, TPI lampulo, dan lainnya.
2.3.3 Jasa lainya
Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh, yaitu:
1. Menerima setoran seperti:4
a. Pembayaran telepon
b. Pembayaran listrik bayar/prabayar
c. Pembayaran PDAM
4 Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah, Produk dan Jasa.
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d. Pembayaran speedy (wifi id)
2. Transfers (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang
tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang
bekerjasama dengan Bank Syariah mandiri
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pada
tanggal 14 september 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai
dengan saat ini, jumlah karyawan dan karyawati pada kantor pusat PT.
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bertempat di Peunayong
sebanyak 22 orang, terdiri dari 17 karyawan dan karyawati. Gambaran
posisi yang ditempati oleh para karyawan diantaranya adalah direktur
utama, direktur, internal audit, kabag marketing, kabag operasional,
teller, customer service, administrasi pembiayaan, staf akuntansi, SDI
dan umum, legal officer, remedial officer, IT (informasi dan teknologi),
account officer, office boy (OB), security, dan driver. Jumlah karyawan
pria dan karyawan wanita yang berpendidikan SMA sederajat 2 orang, D-
III berjumlah 3 orang, sedangkan berpendidikan S1 berjumlah 17 orang
yang berasal dari berbagai jurusan.5
5 Wawancara Dengan Ibu Neza Faradita, Bagian SDI dan Umum, PT.
BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong, Pada Tanggal 15 Maret 2017.
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BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK
3.1 Kegiatan Kerja Praktik
Selama melakasanakan kegiatan On Job Training (OJT) di PT.
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih
satu bulan setengah atau selama 30 hari kerja, penulis telah mendapatkan
banyak pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga dan penulis
juga dapat mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkan di bangku
perkuliahaan selama ini ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal
tersebut dapat tercapai atas bimbingan yang telah diberikan oleh
pimpinan serta karyawan dan karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh.
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menetapkan prosedur
kepada peserta magang untuk ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada
di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, seperti ikut mendengarkan
tausyiah pagi pada hari jum’at serta kegiatan-kegiatan lainnya yang
dilakukan dari awal jam masuk kantor hingga jam selesai kantor,
berkaitan dengan kegiatan yang dapat menambah pengalaman,
pengetahuan serta wawasan penulis mengenai dunia perbankan syariah.
Pada saat melaksanakan kegiatan magang, penulis ditempatkan di
beberapa divisi atau bagian, adapun bagian yang penulis tempati adalah
sebagai berikut:
3.1.1 Bagian Legal Officer
Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian legal officer:
1. Membuat dokumen pembiayaan akad murabahah seperti,
dokumen akad murabahah, akad wakalah, surat penawaran
persetujuan nasabah, surat larangan menerima imbalan atau
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hadiah, surat persetujuan suami/istri, Surat keterangan ahli waris,
surat FEO (Fiduciare Aigendoms Overdracht) yaitu surat
penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang,
surat kuasa debet, surat aksep, dan lain sebagainya.
2. Menempel materai pada lembaran surat kuasa debet, FEO, surat
pernyataan ahli waris, dan surat AKSEP.
3. Membaca akad murabahah kepada nasabah dan mewakili bank
menjadi saksi penandatanganan berkas pembiayaan akad
murabahah.
4. Memasukan berkas-berkas pembiayaan ke dalam map sesuai
dengan urutan.
5. Mengisi check list kelengkapan berkas pembiayaan.
6. Meminta tanda tangan saksi pada masing-masing account officer.
7. Meminta tanda tangan dewan direksi dan menyetempel berkas
pembiayaan.
8. Menyusun map berkas pembiayaan ke dalam lemari.
3.1.2 Bagian Account Officer
Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian AO adalah:
1. Bersama account Officer mengambil setoran harian dari nasabah,
dan mengantar uang ke nasabah yang melakukan penarikan.
2. Membantu merekap uang setoran dengan rapi sesuai nominal
masing-masing sebelum disetor ke teller .
3. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan
tabungan, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
4. Membantu mencari berkas pembiayaan yang masih aktif, maupun
yang sudah lunas.
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3.1.3 Bagian Remedial Officer
Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian remedial officer:
1. Bersama staf remedial mengantar SPT (Surat Pemberitahuan
Tunggakan) kepada nasabah pembiayaan yang mengalami
tunggakan dalam membayar kewajibannya.
2. Menagih dan menggambil setoran nasabah yang mengalami
penunggakan atau telah jatuh tempo.
3.1.4 Bagian Admin Pembiayaan
Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian admin pembiayaan
adalah:
1. Mengantar slip setoran pencairan nasabah ke bagian operasional.
2. Membantu dan belajar cara melakukan pencairan dana
(Dropping) nasabah yang mengambil pembiayaan.
3. Membuat list nasabah pembiayaan yang mendapatkan margin
promo.
3.2 Bidang Kerja Praktik
Pada saat melakukan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
banda Aceh, penulis lebih banyak menjalani kegiatan di bagian account
oficer dan remedial officer (pembiayaan). Selama bekerja di kedua
bagian tersebut, penulis mengamati proses pelayanan yang diberikan
bank kepada nasabah yang mengambil pembiayaan maupun yang telah
mengambil pembiayaan. Namun sunguh disayangkan, banyak nasabah
yang kurang kooperatif dan kurang bertanggung jawab dalam
melaksanakan kewajibannya atas pembiayaan yang telah diberikan pihak
Hikmah Wakilah, sehingga pembiayaan tersebut menjadi bermasalah.
Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, PT BPRS Hikmah
Wakilah mempunyai pendekatan yang sangat baik dan memiliki nilai
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toleransi yang tinggi, adapun pendekatan yang dilakukan adalah apabila
ada nasabah pembiayaan bermasalah, pertama-tama account officer
bersama remedial officer akan melakukan call report yaitu mengunjungi
nasabah dan melakukan konsultasi berkaitan dengan hal-hal yang
mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah, sebagai contoh kegiatan
usaha nasabah sudah mulai menurun, biaya hidup yang meningkat dan
lain sebagainya, sehingga nasabah terkendala untuk membayar angsuran
kepada bank. Selanjutnya apabila nasabah memiliki i’tikad baik untuk
membayar angsuran walaupun tidak penuh, maka bank menganggap
nasabah masih berkooperatif sehingga bank dapat meninjau kembali
pembiayaan yang telah diberikannya kepada nasabah, dengan
mengizinkan fasilitas pembiayaan tersebut untuk di reconditioning,
rescheduling, ataupun restructuring sesuai dengan kondisi pembiaayan
yang bermasalah tersebut. Namun apabila nasabah tidak menunjukan
kerjasama yang baik, maka staf remedial BPRS Hikmah Wakilah akan
mengirimkan surat peringatan sebanyak 4 (Empat) tahap, yaitu SP I, SP
II, SP III dan SP terakhir. Apabila nasabah tetap tidak menunjukan sikap
kerjasama yang baik, maka anggunan atau jaminan nasabah akan di plang
yaitu menandakan bahwa jaminan nasabah dalam pengawasan bank,
dengan kata lain jaminan tersebut akan dilelang sesuai dengan prosedur
ada.
Tujuan penulis melakukan kegiatan praktik tersebut adalah untuk
mengetahui praktik penyaluran pembiayaan dalam hal penyelesaian
pembiayaan yang bermasalah dan prosedur pelelangan jaminan nasabah
pembiayaan yang bermasalah apakah dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syari’ah dan hukum yang berlaku di Indonesia.
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3.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
Di dalam penyaluran pembiayaan oleh suatu bank salah satunya di
PT.BPRS Hikmah Wakilah, sangat perlu untuk diperhatikan dengan
sangat cermat bagaimana prosedur pembiayaan tersebut dibuat dan
dilaksanakan. Karena apabila pembiayaan tersebut tidak dijalankan sesuai
dengan prosedur, tentu akan menimbulkan masalah-masalah terhadap
pembiayaan tersebut. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon
nasabah, pihak bank harus melakukan beberapa analisa penilaian
terhadap calon nasabah, adapun penilaian tersebut dapat dilakukan
dengan analisa 5C, yaitu character, capital, capacity, collateral,dan
condition of economy dari calon nasabah. Dengan dilakukannya analisa
tersebut, pihak bank dapat mengetahui bagaimana keadaan calon
nasabahnya sehingga bank dapat meminimalisir resiko apabila
memberikan pembiayaan atau bahkan terhindar dari pembiayaan yang
bermasalah.
Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan
bermasalah, dapat dibagi menjadi dua fakor, yaitu:
1. Faktor Kreditur (Bank)
Faktor kreditur juga biasa disebut faktor yang berasal dari bank
selaku pemberi dana kepada nasabah pada proses pembiayaan. Di dalam
suatu bank, tidak semua karyawan marketing menganalisa calon nasabah
pembiayaan dengan sangat teliti, baik itu melalui analisa 5C maupun
dalam pemeriksaan berkas-berkas yang diberikan nasabah, terkait dengan
persyaratan dalam pengajuan pembiayaan. Dimana hal tersebut dapat
menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, apabila bank
memberikan pembiayaan kepada nasabah yang seperti itu. Hal ini jua
akan memberikan dampak negatif terhadap bank, karena hilangnya
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kesempatan pihak bank dalam memperoleh pendapatan dari pembiayaan
yang macet, dimana pendapatan dari pembiayaan merupakan sumber
pendapatan terbesar bagi bank. Selanjutnya laba yang diperoleh oleh
bank akan berkurang dan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank
tersebut.
2. Faktor Debitur (Nasabah)
Faktor debitur juga bisa disebut faktor yang disebabkan oleh nasabah
selaku debitur dalam proses pembiayaan. Setiap nasabah mempunyai
karakter yang berbeda beda, begitu pula halnya pada saat ingin
mengajukan pembiayaan. Apabila nasabah memiliki karakter yang baik,
maka ia akan membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian, namun
begitupula sebaliknya apabila nasabah memiliki karkter yang buruk, tentu
ia tidak akan membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah
disepakati. Untuk mengetahui karakter nasabah pihak bank harus terlebih
dahulu memeriksa secara teliti mengenai beberapa hal berikut, seperti:
a. Kepribadian nasabah, dapat diketahui dengan interview singkat
maupun bertanya kepada orang terdekat  nasabah
b. Kegiatan usaha nasabah, apakah sesuai dengan ketentuan syariah
dan berlokasi di tempat yang diizinkan oleh pemerintah
c. Pembukuan laporan keuangan nasabah, apakah kondisi usaha
nasabah dalam keadaan baik atau tidak
d. Jaminan yang akan diberikan nasabah, apakah jaminan tersebut
atas nama nasabah itu sendiri atau bukan, dan apakah jaminan
tersebut memiliki nilai yang sesuai untuk dijadikan jaminan
dalam pembiayaan.
Dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam menghimpun dana,
maupun menyalurkan dana, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
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hendaknya bank harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudent
banking), hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa yang baik
terhadap calon nasabah, serta melakukan pengawasan atau monitoring
terhadap nasabah yang melakukan hubungan kemitraan dengan bank.
Sehingga bank dapat meminimalisir segala risiko yang akan terjadi, serta
dalam rangka merealisasikan target yang telah ditentukan dan ingin
dicapai oleh perusahaan.
Hasil wawancara dengan staf remedial PT. BPRS Hikmah Wakilah
banda Aceh, bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
adalah:1
1. Faktor internal
Yaitu faktor yang berasal dari pihak bank yang kurang teliti dalam
melakukan analisa terhadap berkas-berkas nasabah yang mengajukan
pembiayaan. Dapat pula disebabkan karena adanya unsur kepentingan
diantara karyawan marketing selaku pihak yang melakukan analisa
dengan nasabah pihak yang mengajukan pembiayaan, dimana munkin ada
hubungan kekerabatan diantara keduanya, sehingga dalam melakukan
analisa dilakukan secara subyektif. Serta kurangnya pemeriksaan
terhadap laporan keuangan nasabah, kurangnya konsultasi dan
monitoring terhadap kegiatan usaha nasabah, dan lain sebagainya.
2. Faktor eksternal
Yaitu faktor yang berasal dari luar bank atau dari nasabah itu sendiri,
contohnya karakter nasabah yang tidak amanah dan tidak jujur dalam
memberikan informasi dan laporan kegiatan usahanya, usaha yang
dijalankannya relatif masih baru, dan adanya unsur kesangajaan maupun
tidak sengaja dalam hal membayar angsuran, padahal ia memiliki uang
1Wawancara Dengan Bapak Yusri Pada Bagian Remedial Officer, Pada
Tanggal 20 Maret 2017.
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namun tidak mau membayar kewajibannya ataupun nasabah mau
membayar, namun kegiatan usahanya mengalami kebangkrutan atau
terkena musibah.
Dalam menyikapi permasalahan seperti ini, PT BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian
(prudent banking) serta memberikan teguran serta arahan kepada staf
marketing dalam hal memeriksa berkas-berkas nasabah serta menganalisa
nasabah, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pembiayaan
bermasalah.
3.2.2 Penyelesaian pembiayaan bermasalah serta prosedur
pelelangan jaminan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh
Dalam menyalurkan pembiayaan, suatu bank tentu tidak luput dari
permasalahan, begitu pula PT BPRS Hikmah Wakilah yang tidak pernah
terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, namun setiap
masalah tentu ada penyelesaian yang dilakukan guna mengatasi
permasalahan tersebut.
Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk
memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan
kesepakatan. Risiko pembiayaan berhubungan dengan kualitas aset dan
kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko pembiayaan ini, terdapat
ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul
dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjamannya.
Dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, PT BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh mempunyai beberapa tahapan untuk
meminimalisir risiko yang terjadi akibat dari pembiayaan bermasalah
mulai dari pencegahan, penyelamatan dan penyelesaian yang merupakan
26
tahap akhir berupa eksekusi jaminan nasabah pembiayaan yang
bermasalah dengan cara melakukan pelelangan.2
3.2.2.1 Tahap pencegahan
Sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak
bank menganalisis secara detail berkas pengajuan pembiayaan dari calon
nasabah. Analisa ini dilakukan sebagai acuan bagi bank syari’ah untuk
meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.
Pada PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh, dalam menganalisa
berkas pengajuan pembiayaan, melakukan analisa dengan menggunakan
prinsip 5C, yaitu caracter, capacity, capital, collateral, dan condition of
economy.
1. Character
Analisis ini sangat penting untuk dilakukan, guna untuk mengetahui
karakter dari calon nasabah pembiayaan. Apakah calon nasabah tersebut
memiliki kepribadian yang baik, maupun yang kurang baik, karena
karakter sangat berperan penting dalam kemauan nasabah untuk
membayar kewajibannya. Dalam mengetahui karakter calon nasabah
pembiayaan, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh melakukan dua
pendekatan, yaitu:
a. BI Checking
BI checking dilakukan dengan cara mengidentifikasi data diri calon
nasabah melaluli KTP, untuk diinput datanya di sistem BI. Selanjutnya
akan ditemukan hasil apakah calon nasabah sudah pernah mengajukan
pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, maupun di
bank-bank lainnya. Beserta dengan informasi collectability dari
pembiayaan yang sudah pernah diambil tersebut.
2Wawancara Dengan Bapak T. Adiguna Wirianaga Pada Bagian
Remedial Officer, Pada Tanggal 20 Maret 2017.
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b. Informasi dari pihak lain
Apabila calon nasabah belum pernah meminjam pembiayaan dari
bank lain, maka pendekatan yang lebih efektif untuk dilakukan adalah
dengan mencari informasi calon nasabah dari pihak lain yang mengenal
calon nasabah dengan sangat baik. Pihak tersebut bisa saja tetangga,
teman kerja, saudara, keluarga, dan lainnya.
2. Capacity
Selain character, capacity juga sangat penting untuk dianalisa, sebab
dengan melakukan analisa ini, bank dapat mengetahui kemampuan
keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya apabila
diberikan fasilitas pembiayaan. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
melakukan hal sebagai berikut dalam mengetahui kemampuan keuangan
calon nasabah, yaitu:
a. Melihat laporan keuangan nasabah dengan menganalisa
sumber pendapatan serta pengeluaran kegiatan usaha calon
nasabah.
b. Memeriksa slip 3 bulan terakhir gaji, bagi calon nasabah yang
bekerja sebagai pegawai.
c. Melakukan survey langsung ke lokasi tempat usaha nasabah
secara langsung, untuk mengetahui usaha calon nasabah, baik
prospeknya maupun izin tempat usahanya apakah diizinkan
oleh pemerintah, sehingga tidak bertentangan dengan hukum
yang ada.
3. Capital
Capital merupakan modal dasar yang dimiliki calon nasabah yang
akan digunakan untuk usahanya. Apabila calon nasabah memiliki modal
yang besar, maka pihak bank akan lebih merasa yakin untuk memberi
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pembiayaan, karena modal yang besar dapat mengindikasikan nasabah
serius dalam melakukan kegiatan usahanya dan kesempatan untuk
mengembalikan kewajibannya pun besar.
4. Collateral
Collateral merupakan jaminan atau anggunan yang diberikan oleh
calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Bank tidak dapat
memberikan plafond pembiayaan yang melebihi nilai anggunan, kecuali
nasabah tersebut memiliki predikat baik dan sudah sering melakukan
hubungan baik dengan bank, namun hal ini harus melalui persetujuan dari
dewan komisaris dan dewan direksi. Selain itu pihak bank dalam menilai
jaminan calon nasabah, harus mengetahui nilai dari jaminan tersebut, baik
nilai pasar, maupun nilai jualnya. Nilai jual saja tidak cukup, pihak bank
juga harus mengetahui minat pasar terhadap jaminan yang diberikan
calon nasabah, karena apabila jaminan mempunyai minat pasar yang baik
maka akan mudah untuk diperjualbelikan apabila pembiayaan menjadi
bermasalah, hasil penjualan jaminan akan menjadi jalan akhir untuk
melunasi pembiayaan bermasalah.
5. Condition of economy
Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dengan
melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon
nasabah di masa yang akan datang, dengan meninjau kecocokan tempat
usaha dengan situasi masyarakat sekitar dan mempertimbangkan
kemungkinan adanya perubahan peraturan pemerintah yang dapat
menghambat operasional usaha calon nasabah.
3.2.2.2 Tahap penyelamatan
Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, tahap penyelamatan
pembiayaan bermasalah terdiri dari tiga cara, yaitu:
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1. Rescheduling
Rescheduling merupakan penjadwalan kembali jangka waktu
pembayaran angsuran nasabah pembiayaan, tanpa adanya penambahan
jumlah sisa pokok yang harus dibayar oleh nasabah.
2. Reconditioning
Reconditioning merupakan persyaratan kembali, yaitu perubahan
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa
pokok kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah pembiayaan. Adapun
persyaratan yang dimaksud adalah perubahan jadwal angsuran,
perubahan jumlah angsuran, jangka waktu angsuran, perubahan nisbah
bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan lain
sebagainya.
3. Restructuring
Restructuring merupakan penataan kembali, yaitu perubahan
persyaratan pembiayaan yang meliputi dengan penambahan dana fasilitas
pembiayaan bank dan konversi akad pembiayaan. Bank dalam melakukan
restructuring tidak boleh memberikannya kepada semua nasabah,
melainkan nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam hal
pembayaran kewajibannya
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu
memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.
3.2.2.3 Tahap penyelesaian
Tahap penyelesaian merupakan tahap yang dilakukan dengan
eksekusi jaminan yang ditaguhkan terhadap pembiayaan. Jaminan akan
dilelang di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selanjutnya
hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa pokok
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pembiayaan. Apabila setelah dijual hasil dari jaminan tidak mampu
melunasi sisa pokok pembiayaan, maka nasabah harus berjanji mengikat
diri untuk membayar sisa kewajibannya, begitupula sebaliknya, apabila
hasil jual jaminan melebihi sisa pokok pembiayaan, maka akan
dikembalikan kepada nasabah seluruh kelebihan dari hasil jual jaminan
yang dieksekusi.
Sebelum melakukan eksekusi jaminan, staf remedial pada PT.BPRS
Hikmah Wakilah melakukan langkah-langkah atau prosedur sebagai
berikut, dimulai dari awal pada saat nasabah pembiayaan mengalami
penunggakan dalam membayar kewajibannya, dimana hal ini merupakan
salah satu indikasi bahwa pembiyaan sudah tidak sehat hingga berakhir
dengan dieksekusinya jaminan nasabah pembiayaan bermasalah tersebut.
Berdasarkan waktunya, prosedur penyelesaian pembiayaan dibagi dua,
yaitu prosedur sebelum eksekusi jaminan dan pada saat eksekusi
jaminan.3
Adapun flow chart dari prosedur lelang jaminan adalah sebagai
berikut:
3 Wawancara Dengan Bapak Yusri, Pada Bagian Remedial Officer,
Pada Tanggal 20 Maret 2017.
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Gambar 3.1
Prosedur Pelelangan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Pada PT.
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
1. Prosedur sebelum eksekusi jaminan
Adapun langkah-langkah yang dilakukan staf remedial sebelum
melakukan eksekusi jaminan adalah sebagai berikut.
a. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) kepada
nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan
b. Melakukan call report, yaitu account officer bersama staff
remedial mengunjungi nasabah pembiayaan yang mengalami
penunggakan, adapun tujuan dari kujungan tersebut adalah
untuk melakukan musyawarah secara baik-baik dengan
nasabah, berkaitan dengan penyebab mengapa nasabah tidak
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mampu membayar angsuran, apakah karena kondisi usaha
nasabah mengalami kebangkrutan, biaya hidup yang
meningkat, terjadinya musibah, dan lain sebagainya.
c. Apabila setelah bermusyawarah, nasabah tidak memiliki
i’tikad baik untuk memenuhi kewajibannya dengan cara
membayar angsuran walaupun tidak penuh, maka selanjutnya
staf remedial akan mengirimkan Surat Peringatan I (SP I),
apabila telah lewat 1 (satu) bulan nasabah tetap tidak
memenuhi kewajibannya makan staf remedial akan
mengirimkan Surat Peringatan ke II (SP II), begitupun
selanjutnya apabila nasabah masih belum  memenuhi
kewajibannya maka staff remedial akan mengirimkan Surat
Peringatan ke III (SP III) hingga Surat Peringatan Terakhir
(SP Terakhir).
d. Setelah staf remedial mengirimkan SP Terakhir, namun
nasabah tetap tidak memiliki niat baik untuk memenuhi
kewajibannya, maka selanjutnya staf remedial mengirimkan
surat plang jaminan dan malakukan plang terhadap jaminan
nasabah tersebut. Adapun tujuan dari dikirimkanya surat
tersebut yaitu sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa
jaminan akan disita oleh bank, dan dalam pengawasan bank,
dengan arti lain jaminan nasabah akan dieksekusi dan
kemudian dilelang oleh pihak bank.
2. Prosedur eksekusi jaminan
Setelah jaminan disita atau di dalam pengawasan bank, jaminan akan
dilelang untuk melunasi sisa pokok kewajiban nasabah pembiayaan
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bermasalah. Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, pelelangan
jaminan terbagi menjadi beberapa cara, yaitu:
a. Pelelangan yang dilakukan oleh nasabah pemilik jaminan itu
sendiri, pada saat mengeksekusi jaminan, bank tidak serta
merta langsung menjual jaminan nasabah, melainkan bank
memberi kesempatan kepada nasabah untuk menjual jaminan
tersebut kepada kerabat atau saudara dari nasabah, agar
sewaktu-waktu nasabah dapat menebus atau membeli kembali
jaminan tersebut. Pelelangan ini juga biasa disebut dengan
pelelangan dengan cara sukarela. Adapun jaminan yang
dilelang dengan cara sukarela adalah jaminan berupa benda
bergerak seperti mobil dan sepeda motor.
b. Pelelangan internal, yaitu lelang yang dilakukan dengan cara
petugas bank mencari pembeli yang akan membeli jaminan
tersebut. Pembeli bisa saja masyarakat maupun karyawan dari
bank tersebut. Biasanya jaminan yang dilelang dari lelang
internal adalah jaminan berupa benda bergerak atau Fidusia,
seperti kendaraan bermotor dan mobil. Karena jaminan dalam
bentuk benda bergerak lebih mudah ditemukan pembelinya,
dibandingkan dengan jaminan berupa tanah dan bangunan.
c. Pelelangan eksternal, yaitu lelang yang dilakukan dengan cara
dilelang di lembaga lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang yang dilakukan secara
eksternal adalah lelang hak tanggungan, yaitu lelang atas
tanah dan bangunan.
Sebelum mendaftarkan dan mengajukan lelang di lembaga lelang,
pihak bank terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan berupa:
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a. Surat Pernyataan Dewan Direksi
b. Surat Penetapan Nilai Limit Lelang
c. Surat Jumlah Hutang Debitur
d. Fotokopi Memorandum Persetujuan Lelang dari komite remedial
kantor pusat
e. Surat Kuasa Menjual
f. Daftar barang yang dilelang
g. Salinan berkas-berkas akad pembiayaan nasabah, sebagai bukti
bahwa nasabah ada mengambil pembiayaan di bank tersebut
h. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan
i. SKPT yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diperoleh
dari BPN yaitu Badan Pertahanan Nasional
j. Salinan berkas yang membuktikan bahwa nasabah wanprestasi,
yang dapat ditandai dengan Surat Peringatan maupun pernyataan
dari pihak bank.
Selanjutnya setelah mengajukan lelang dan telah disetujui, pihak
KPKNL akan menetapkan jadwal serta lokasi dilakukannya lelang.
Setelah hal-hal tersebut sudah ditetapkan, maka pihak bank wajib
mengiklankan di media cetak seperti koran, majalah dan lain sebagainya
selama 2 (dua) hari berturut-turut dan dua kali penyetakan sebanyak
15.000 eksemplar, karena pengumuman diterbitkan di ibukota provinsi
yaitu Banda Aceh. Di dalam pengumuman lelang yang diiklankan  wajib
memuat informasi mengenai objek yang dilelang, nilai limit dari objek
yang dilelang, jadwal dan tempat pendaftaran lelang serta pelaksanaan
lelang, syarat-syarat bagi peserta lelang dan lain sebagainya. Setelah
mengumumkan pelelangan jaminan melalui surat kabar, pihak bank
mengirimkan salinan kwitasi pembayaran biaya pemuatan iklan eksekusi
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Hak Tanggungan di surat kabar beserta format atau salinan iklan yang
terdapat di surat kabar, sebagai bukti bahwa lelang telah diumumkan
kepada masyarakat. Selanjutnya pihak bank juga mengirimkan surat
pemberitahuan lelang kepada nasabah pambiayaan bermasalah, agar
nasabah mengetahui bahwa jaminan akan dilelang.
Sebelum mengikuti lelang, peserta lelang harus memenuhi beberapa
syarat sebagai berikut.
1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke rekening
bendahara penerima KPKNL Aceh, selambat-lambatnya 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan lelang, pada tanggal efektif pada
rekening tersebut.
2. Pembayaran hasil lelang dibayarkan secara tunai dan bagi peserta
yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan
dikembalikan tanpa potongan apapun.
3. Objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya,
oleh karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui,
memeriksa, dan meneliti objek lelang dengan baik dan benar
sebelum mengajukan penawaran.
4. Peserta lelang menyerahkan fotocopy identitas diri yang berlaku,
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan membawa surat kuasa
apabila bertindak sebagai penerima kuasa.
5. Para peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan, wajib
mengajukan penawaran minimal sama dengan harga limit,
apabila peserta lelang tidak mengajukan penawaran, maka
dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang salama 3 (tiga)
bulan.
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Pelaksanaan lelang dilakukan di kantor pusat PT. BPRS Hikmah
Wakilah, pada saat pelaksanaan lelang, KPKNL akan mengirimkan 2
(dua) petugas sebagai delegasi yang berfungsi sebagai mediator
pelaksana lelang hak tanggungan. Seperti pada umumnya, lelang
dilakukan dengan cara menawarkan harga barang sesuai dengan limit
yang ditetapkan. Barang yang dilelang akan terjual kepada peserta yang
melakukan penawaran dengan harga yang paling tinggi. Setelah jaminan
dilelang dan sudah terjual kepada peserta yang menawarkan harga yang
paling tinggi, apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari sisa pokok
kewajiban nasabah, maka nasabah harus berjanji dan mengikat diri untuk
melunasi kembali sisa pokok kewajibannnya, namun apabila hasil
penjualan jaminan melebihi sisa pokok kewajiban nasabah, maka pihak
bank akan mengembalikan seluruh kelebihan tersebut kepada nasabah
seutuhnya dan pembiayaan bermasalahpun terselesaikan.
3.3 Teori Yang Berkaitan
3.3.1 Pengertian pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaanya,
pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 160).
1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk
penigkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun
investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan
untuk memenuhi kebutuhan.
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3.3.2 Pengertian pembiayaan bermasalah
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang  tergolong ke
dalam pembiayaan berkategori macet yang terjadi apabila memenuhi
kriteria berikut (Rivai, 2013: 748).
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga/margin yang
telah melampaui 270 hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai wajar.
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam
suatu pelaksanaan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan
risiko yang disebabkan oleh adanya counter party dalam memenuhi
kewajibannya. Dalam bank syari’ah, risiko pembiayaan mencangkup
risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi
(Karim, 2006: 260).
3.3.3 Pengertian jaminan
Jaminan pembiayaan adalah baranng-barang atau surat-surat efek
yang diserahkan debitor kepada bank dan menjadi syarat utama dalam
menentukan besarnya plafond pembiayaan. Jaminan harus memenuhi
keabsahan hukum, mempunyai nilai ekonomi, dan akan disita (dijual)
untuk membayar pembiayaan bermasalah (Hasibuan, 2008: 109).
Jenis jaminan dalam perbankan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu
sebagai berikut.
1. Jaminan benda berwujud, yaitu seperti kendaraan bermotor,
mesin, barang dagangan, tanah, bengunan, dan lain sebagainya.
38
2. Jaminan benda tak berwujud, yaitu rekening tabungan, yang
dibekukan seeperti deposito, surat berharga seperti obligasi dan
saham.
3. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan kepada seseorang
dan apabila terjadi kemacetan atau penunggakan dalam melunasi
kewajibanya, maka orang yang ditunjuk sebagai penjamin wajib
melunasinya.
3.3.4 Pengertian lelang
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan
pengumuman lelang (jdih.kemenkeu.go.id, 2010)
3.3.5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah
instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral
Kekayaan Negara yang bernaung dibawah Kementrian Keuangan.
KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan
negara, penilaian, piutang negara, dan lelang (jdih.kemenkeu.go.id,
2008).
3.3.6 Tahap persiapan lelang oleh KPKNL
1. Permohonan lelang
Penjual / pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan
secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan
lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk pelaksanaan lelang
dan mendapatkan jadwal lelang, disertai dokumen persyaratan lelang
sesuai dengan jenis lelangnya.
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Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang
diajukan selama dokumen persyaratan lelang sudah lengkap, dan telah
memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Legalitas formal
subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen
persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang / penjual sesuai
jenis lelangnya, dan tidak ada perbedaan data, menunjukan hubungan
hukum antara pemohon lelang / penjual (subjek lelang) dengan barang
yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan pejabat lelang
bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang
dapat dilelang. Penjual membuat nilai limit dari barang yang akan
dilelang dan dibuat secara tertulis, kemudian diserahkan kepada pejabat
lelang.
2. Penetapan jadwal pelaksanaan lelang
KPKNL menentukan tempat dan waktu pelaksanaan lelang, tempat
harus dalam wilayah kerja KPKNL, dan waktu pelaksanaan dilakukan
pada hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang sukarela, dapat
dilaksanakan diluar jam dan hari kerja dengan persetujuan kepala kanwil
setempat.
3. Pengumuman lelang
Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang
yang dilakukan oleh penjual, dan penjual menyerahkan bukti
pengumuman lelang pada KPKNL atau pejabat lelang. Pengumuman
lelang melalui surat kabar harian yang terbit di kabupaten atau kota.
Dalam pengumuman lelang harus memuat;
a. Identitas penjual
b. Waktu dan tempat pelaksanaan lelang
c. Jenis dan jumlah
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d. Lokasi (untuk jenis barang tidak bergerak)
e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak
f. Waktu atau tempat melihat barang yang akan dilelang
g. Nilai limit
h. Cara penawaran lelang
i. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.
3.4 Landasan Syariah
1. Hadits
Lelang menurut pengertian transaksi mua’amalat kontemporer
dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar
tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan
keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka
mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk
transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa
melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Hal ini
sebagaimana terdapat dalam Hadist berikut.
 ِِّيبَّنلا َىِلإ َءاَج ِراَصَْنْلأا ْنِم ًلاُجَر ََّنأ ٍِكلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع
 َىَلب َلَاق ٌءْيَش َِكتَْیب ِيف ََكل َلَاَقف ُُھَلأَْسی َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّالله ىَّلَص
 َْلن ٌسْلِح َءاَمْلا ِھِیف ُبَرَْشن ٌحََدقَو ُھَضَْعب ُطُسَْبنَو ُھَضَْعب ُسَب
 ُ َّالله ىَّلَص ِ َّالله ُلوُسَر اَُمھَذََخَأف اَمِِھب ُهَاَتَأف َلَاق اَمِِھب يِِنتْئا َلَاق
 َاَنأ ٌلُجَر َلَاَقف ِنْیَذَھ يِرَتَْشی ْنَم َلَاق َُّمث ِهَِدِیب َمَّلَسَو ِھَْیلَع
 اَُمھُذُخآ َلَاق ًاثَلاَث َْوأ ِنَْیت َّرَم ٍَمھْرِد َىلَع ُدیِزَی ْنَم َلَاق ٍَمھْرِِدب
 ِنْیََمھْر ِّدلا َذََخأَو ُهاَِّیإ اَُمھاَطَْعَأف ِنْیََمھْرِِدب اَُمھُذُخآ َاَنأ ٌلُجَر
 َّيِراَصَْنْلأا اَُمھاَطَْعَأف
HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi
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Dari Annas bin Malik ra, bahwa ada seorang lelaki Anshar
yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu
kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di
rumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab,”Ada. Dua
potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas
duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw
berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.”
Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa
yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau
menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.”
Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan
harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau
tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku
mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw
memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil
uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar
tersebut. (Rumahfiqih.com, 2014).
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Eksekusi Hak
Tanggungan
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Pn-Kubar.go.id, 2015)
Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel
eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut,
pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi
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akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan,
jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.
3.5 Evaluasi Kerja Praktik
Setelah menjalani berbagai kegiatan, selama mengikuti On Job
Training pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, banyak hal yang
penulis dapatkan, baik itu ilmu dan pengalaman tentang kepercayaan,
amanah, tanggung jawab, kerja sama tim, kedisiplinan, dan lain
sebagainya. Setelah penulis melakukan pengamatan mengenai faktor-
faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta upaya penyelesaian yang
dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh,  dalam
menyelesaikan permasalahan, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda
Aceh, memiliki pendekatan yang sangat baik, toleransi yang baik efektif,
tegas dan persuasif, dengan cara melakukan upaya pencegahan dengan
melakukan analisa 5C, penyelamatan dengan memberikan keringanan
berupa restructuring, reconditioning, dan rescheduling, serta
penyelesaian akhir dengan mengeksekusi jaminan nasabah pembiayaan
bermasalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam
melakukan eksekusi jaminan nasabah pembiayaan bermasalah, PT. BPRS
Hikmah Wakilah telah melakukannya dengan sangat baik dan sesuai
dengan prosedur yang ada. Dimulai dengan mengajukan atau melakukan
permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang
(KPKNL), mengumumkan lelang dengan cara memuat iklan lelang di
surat kabar sesuai dengan ketentuan, menetapkan limit lelang, melakukan
lelang pada hari, tempat dan waktu yang telah ditentukan, sehingga
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setelah terjualnya objek lelang, maka tujuan bank untuk menyelesaikan
permbiayaan bermasalah dengan cara mengeksekusi jaminan nasabah
yang merupakan tindakan manajemen risiko perusahaanpun tercapai,
sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada praktiknya lelang yang dilakukan
di PT. BBPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, mempunyai kelebihan dan
kekurangan yang berdampak kepada perusahaan, adapun kelebihan dan
kekuranganya sebagai berikut.
1. Kelebihan lelang, adapun kelebihan dari dilakukanya lelang atas
jaminan nasabah pembiayaan bermasalah, yaitu dapat
mengurangi tingkat Non performing financing (NPF) di
perusahaan, karena kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah
dilunasi dengan uang hasil jual jaminan yang dilelang. Selain itu,
dengan dilakukan lelang akan memberikan efek jera dan
pelajaran terhadap nasabah pembiayaan bermasalah, dan calon
nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, agar nasabah tidak
melakukan kesalahan, yaitu tidak memenuhi kewajibannya
apabila akan menganbil fasilitas pembiayaan di bank di masa
yang akan datang.
2. Kekurangan lelang, dalam proses pengajuan lelang hingga
penumuman lelang serta terselenggarakanya lelang,
menghabiskan biaya yang sangat banyak, baik itu biaya iklan di
media cetak, dan lain sebagainya. Selain itu tidak semua jaminan
yang dilelang akan laku terjual, hal ini disebabkan oleh objek
lelang yang kurang menarik peserta lelang sehingga kurangnya
peserta lelang yang mendaftar. Dengan tidak terjualnya objek
lelang, maka hal ini sangat disayangkan dan banyak
mengorbankan waktu yang berharga menjadi sia-sia.
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